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ABSTRACT

Supervision of foreign vessels sailing in Indonesian waters is a shared
responsibility of various government agencies, primarily under the coordination of
the Ministry of Transportation (through the Directorate General of Sea
Transportation and related units), and also involving the role of the Indonesian
Navy and the Maritime Security Agency (Bakamla). The research questions are how
foreign vessels sailing in Indonesian waters are monitored, how the provisions for
foreign-flagged vesscls passing through Indonesian archipelagic sea lanes are
enforced from the perspective of Indonesian law and the 1982 United Nations
‘onvention on the Law of the Sea (UNCLOS), and what obstacles cist to the
supervision of foreign vessels sailing in Indonesian waters and how to overcome
them. This thesis is descriptive in nature and the approach used is normative
Jjuridical and supported by empirical juridical data aimed at analyzing the problem
by combining legal materials (which are secondary data) with primary data
obtained in the field. Supervision of foreign vessels sailing in Indonesiun waters is
carried out through the Port State Control (PSC) mechanism by the Foreign Ship
Inspection Officer (PSCO) to ensure the seaworthiness and security of the vessel
according to international standards. In addition, the Indonesian Navy conducts
supervision to prevent illegal activities such as fishing by foreign vessels.
Supervision includes compliance with maritime conventions, prohibition of
activities that threaten sovereigniy, and monitoring through systems such as AIS
(Automatic Identification System). The implementation of provisions for foreign-
flagged vessels to pass through the Indonesian archipelagic sea lanes 15 reviewed
Jfrom the perspective of Indonesian law and the 1982 United Nations Convention on
The Law of The Sea (Unclos) is that foreign-flagged vessels have the right of
innocent passage and transit in the archipelagic sea lanes (ALK1) for continuous,
direct, and fust transit between two parts of the high seas or EEZ. Indonesia, as an
archipelagic nation, can establish an Indonesian Maritime Authority (ALKI) 1o
regulatethese routes in accordance with its national laws, but the righs of foreign
be impeded. Obstacles to monitoring foreign vessels sailing in
\nclude limited infrastructure and technology, the vast maritime
\ompetent human resources, and overlapping authority between
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
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Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 
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       NPM : 245114130

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN KAPAL ASING

 YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA
Akhirmen Siregar

(245114130)
Pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama berbagai lembaga pemerintah, terutama berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan (melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan unit terkait) dan juga melibatkan peran TNI Angkatan Laut serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, bagaimana pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982, bagaimana hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dan  upaya mengatasinya. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.  Pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dilakukan melalui mekanisme  Port State Control (PSC) oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (PSCO) untuk memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal sesuai standar internasional. Selain itu, TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap konvensi maritim, pelarangan kegiatan yang mengancam kedaulatan, dan pemantauan melalui sistem seperti AIS (Automatic Identification System). Pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 adalah kapal berbendera asing memiliki hak lintas  damai dan transit di alur laut kepulauan (ALKI) untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan cepat antara dua bagian high seas atau ZEE. Indonesia, sebagai negara kepulauan, dapat menetapkan ALKI untuk mengatur lintasan ini sesuai hukum nasionalnya, tetapi hak kapal asing tidak boleh dihalangi.  Hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, wilayah laut yang sangat luas, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.
Kata Kunci:  Pengawasan, Kapal Asing, Perairan Indonesia
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara kepulauan (Archipelagic State) dengan luas perairan 2/3 dibandingkan dengan luas daratan, terdiri darimemiliki 17.508 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 7.9 juta km² dimana 1.8 juta km² wilayah daratan maka dengan demikian luas laut territorial Indonesia mencapai 3.2 juta km² dan luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.9 juta km².

Apabila dilihat dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut Negara Indonesia telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairannya, adapun tindakan pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi kepntingan nasional salah satunya menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960.

Untuk menegakan sistem keamanan di laut harus dibangun dengan mengunakan prinsip mensinergikan kekuatan antar seluruh instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut. Sinergitas tersebut dapat terwujud adanya kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur penyelenggara keamanan di laut yang dilakukan oleh para aparatnya dengan tujuan akhir adalah tegaknya kedaulatan (Sovereignity) dan hak berdaulat (Sovereign Right) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 49 dari UNCLOS 1982, disebutkan bahwa sebuah negara merdeka berpantai maka Negara tersebut harus berkuasa atas wilayah darat dan wilayah perairan serta udara diatasnya. Dari sekian banyak ketentuan yang diberikan  UNCLOS 1982 adalah pengaturan mengenai selat yang ada dalam negeri merdeka, akan tetapi disisin lain juga UNCLOS 1982 memberikan batasan-batasan dalam menetapkan batas perairan yang dihitung dari mana dan sejauh mana sehingga tidak merugikan negara tetangga serta negara tidak berpantai oleh karena itu negara memiliki hak/wewenang.

Guna memastikan keselamatan dan keamanan kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan maupun pelabuhan di Indonesia, sangat diperlukan adanya pengawasan yang intensif oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) terutama dalam menerapkan prinsip keselamatan pelayaran, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim. Kondisi ini disebabkan karena posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sehingga transportasi laut memegang peran yang strategis bagi pelayaran internasional dan berdampak pada banyaknya kapal asing yang akan menyinggahi atau beroperasi di pelabuhan Indonesia.   

Kegiatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing oleh Port State Control Officer (PSCO) juga untuk membuktikan eksistensi pemerintah Indonesia sebagai negara yang memiliki yurisdiksi di pelabuhan / port state. “Para Pejabat Pemeriksa Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) di Indonesia harus berperan aktif dan lebih intensif dalam melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia agar keselamatan dan keamanan kapal asing tersebut lebih terjamin. 

Kewenangan pemeriksaan kapal asing telah diatur berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan sedangkan dalam pelaksanaan tugas dimaksud, juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI No 119/ 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No HK.183/1/9/DJPL-18 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kaiklautan dan Keamanan Kapal Asing.

Kewenangan pemeriksaan kapal asing tersebut juga diamanatkan oleh International Maritime Organization (IMO) resolution A.1052 (27) tentang Procedure for Port State Control dan perjanjian bersama Port State Control di Asia Pasifik (Tokyo MoU) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia tahun 1993.

Kegiatan pemeriksaan kapal asing juga memiliki peran dalam membantu pejabat pemeriksa keselamatan kapal (marine inspector) untuk melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional sehingga terhindar dari detention di negara lain yang akan berakibat pada kategori/status kapal-kapal berbendera indonesia dimata dunia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas perpektif hukum Islam terhadap hukuman mati di Indonesia  dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Kapal Asing Yang Berlayar Di Perairan Indonesia”
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimana pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia ?
Bagaimana pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982?
Bagaimana hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dan  upaya mengatasinya?
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia.
Untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982.
Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dan  upaya mengatasinya.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tentang pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia.
Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas bagi pihak Syahbandar selaku penanggung jawab dalam hal pengawasan kapal asing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 

Pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi managemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Setelah diketahui terjadi penyimpangan bisa dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”.
Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaskanaan dan menilai kenyataan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris, disebut “Controlling” diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling ini lebih luas artinya daripada pengawasan. Dikalangan para ahli telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Ada juga yang tidak setuju disamakannya makna istilah “controlling” ini dengan pengawasan karena controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Dikatakan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.

Moekijat menyebutkan bahwa pengaws mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai  bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka.

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannnya.

Kemudian dalam kata pengawasan ada istilah yang disebut dengan pemeriksaan dimana pemeriksaan ini diartikan oleh Soejamto sebagai berikut : “Pemeriksaan adalah suatu cara atau bentuk kritik pengawasan yang dilakukan dengan jalan mengamati, menyelidiki atau mempelajari pekerjaan akan segala dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut akan menerangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan”.

Menurut Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan bahwa: ”Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”.

Menurut Panglaykin dan Hazil, pengawasan adalah kegiatan yang meliputi aspek-aspek mengawasi, penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan lengkap dengan perencanaan/kebijaksanaan, program dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa pengawasan merupakan jaminan atau penjagaan supaya dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan itu menitikberatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan;

Pengawasan tersebut adalah suatu proses pengamatan untuk mencapai sasaran tugas dengan baik dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang yaitu tidak mengutamakan mencapai siapa yang salah;

Apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya diteliti apa penyebabnya dan mengusahakan cara memperbaikinya;

Pengawasan itu merupakan proses yang berlanjut, yang dilaksanakan terus-menerus, sehinga dapat diperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan; dan

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitanya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi wrga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern.

Tinjauan Umum Tentang Kapal Asing
Pengertian kapal asing dalam Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 17 Tahun 2008, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia. Dalam hal kegiatan lepas pantai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersilahkan kapal asing beroperasi di Indonesia. Izin penggunaan kapal asing hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
 Pemberian izin penggunaan kapal lepas pantai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 200 Tahun 2005. Izin penggunaan kapal asing diberikan setelah memenuhi syarat sebagai  berikut :

Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilahyah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.

Memiliki charter party antara perusahaan angkutan nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dari pemberi kerja.

Copy surat izin usaha perusahaan angkutan laut yang telah dilegalisir.

Copy sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran kapal.

Copy sertifikat keamanan kapal.

Copy sertifikat klasifikasi kapal.

Copy serifikat manajemen keselamatan

Telah melakukan minimum 1 kaliupaya pengadaan kapal offshore
Berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan pengumuman lelang atau bukti lelang,

Khusus untuk kondisi darurat dan mendesak, bukti pelelangan tidak diperlukandalam permohonan izin penggunaan kapal asing.

Pengawasan Kapal Asing

Pengawasan terhadap kapal asing diatur dalam Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Guna penyempurnaan pedoman pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal, Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal asing yang berlayar ke Indonesia. Untuk itu, Direktur Jendral Perhubungan Laut Kemenhub menerbitkan Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/1/9/DJPL-18 tertanggal 13 maret 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan dan keamanan kapal asing.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing atau Port State Control Office (PSCO).  Port State Contro (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (port state) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. PSC mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (port state) tersebut dan yang menjadi bagian pemeriksaan oleh PSC adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan  pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan/konvensi internasional atau tidak.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : AL.60/01/03-99 memahami bahwa Port State Control adalah pemeriksaan atas kapal asing dan atau kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional dengan ukuran dan persyaratan tertentu sesuai Konvensi Internasional dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan laut serta peningkatan kehidupan dan kondisi kerja awak kapal dilaut.

Port State Control (PSC) merupakan pengawasan negara terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang masuk pelabuhan. PSC yang dilaksanakan oleh Syahbandar bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan konvensi Internasional. Setiap kapal asing yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kapal guna dapat melanjutkan pelayaran yang sebelumnya dilakukan. 

Kapal yang dinyatakan laik laut dapat melakukan pelayaran dengan destination atau tujuan ke pelabuhan khusus yang di sediakan pemerintah, yaitu pelabuhan khusus pelayaran samudera. Apabila suatu kapal dinyatakan tidak layak dalam melakukan pelayaran maka kapal tersebut diharuskan untuk memperbaiki setiap sistem atau perlengkapan kapal yang dinyatakan rusak atau tidak laik laut guna untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran.

Perairan Indonesia.
Perairan laut dapat didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas (kadar garam) tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudera. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan nonhayati laut terbesar.
 

Berdasarkan Hukum Laut Internasional atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.17/1985, maka wilayah perairan laut Indonesia terdiri atas 6 jenis rezim yakni: 

Laut Teritorial (Territorial Sea) 

Laut teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama yang mempunyai rasio antara daerah air dan daerah daratan, termasuk atoll, adalah antara 1 : 1 atau 9 : 1 (Pasal 47, ayat 1 UNCLOS 1982). Panjang garis dasar tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali sampai 3% dari jumlah garis dasar yang menutup kepulauan boleh melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut (Pasal 47, ayat 2 UNCLOS 1982). 

Pada wilayah laut teritorial, negara mempunyai kedaulatan penuh, kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing (Pasal 17 UNCLOS 1982). Semua kapal asing yang menikmati lintasan melalui laut teritorial suatu negara wajib mematuhi semua peraturan dan undang-undang dari negara terkait dan juga peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan pencegahan tabrakan di laut (Pasal 21 UNCLOS 1982). 

Pada wilayah laut teritorial: 

Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Negara membuat peraturan mengenai lintas laut damai yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas, perlindungan serta fasilitas navigasi, kabel laut, konservasi sumber daya alam, pencegahan pelanggaran perikanan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan, dan pencegahan pelanggaran peraturan cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. 

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan internasional, kedaulatan atas laut teritorial, tidaklah berarti memonopoli pelayaran bagi negara tersebut dalam memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi.

Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters) 
Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan (antara pulau-pulau), disebut juga perairan nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah.

Perairan Pedalaman (Internal Waters) 

Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. 

Zona Tambahan (Contiguous Zone) 
Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut, ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini negara mempunyai kewenangan tertentu, yang terkait dengan Pasal 33 UNCLOS (1982), yakni: 

Pencegahan pelanggaraan keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. 

Menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas. 

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan dan negara-negara pulau, sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara oleh UNCLOS diberi amanat sebagai berikut. 

Mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan nonhayati dari perairan di atas dasar laut, dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona, seperti produksi energi dari air laut, arus dan angin. 

Mempunyai jurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan: (i) pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur, (ii) riset ilmiah kelautan, dan (iii) perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut. 

Hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. 

Landas Kontinen (Continental Shelf) 
UNCLOS 1982, mengubah secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar (outer limit), sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Geneva 1958. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut di luar laut teritorial dan merupakan kelanjutan (prolongation) dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen (the outer edge of the continental margin). Dalam UNCLOS 1982 ada 2 pertimbangan skenario dalam menentukan batas luar landas kontinen: 

Skenario pertama: lebar dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana batas teritorial diukur. Ini terjadi jika tepi luar landas kontinen tidak melewati jarak tersebut (Pasal 76 UNCLOS). Ini disebut klaim minimum. 

Skenario kedua: tepi luar dari landas kontinen melewati 200 mil laut dari garis dasar di mana batas laut teritorial diukur. Dalam hal ini, negara pantai dapat menetapkan batas yang lebih besar dari 200 mil, tetapi tidak melebihi 350 mil laut atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 meter. Untuk memenuhi skenario kedua ini hendaknya diperhatikan ketentuan konvensi pasal 76, ayat 4 sampai dengan 10.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari Negara Kepulauan tersebut. Kedaulatan suatu Negara Kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari suatu garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. 

Menurut Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 kedaulatan Negara Kepulauan ini meliputi juga ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta sumber daya alam laut yang terkandung didalamnya. Berbeda dengan perairan pedalaman, meskipun sama-sama terletak disebelah dalam dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, kedaulatan suatu negara kepulauan di diperairan kepulauannya dibatasi dengan kewajiban untuk memberikan akomodasi bagi pelayaran internasional dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan.

Kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan kepada suatu negara kepulauan menurut Pasal 51 Konvensi adalah kewajiban untuk menghormati persetujuan-persetujuan internasional yang telah dibuat dengan negara-negara lain dan menghormati hak-hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauan. Negara Kepulauan juga diwajibkan untuk menghormati pipa dan kabel-kabel yang telah diletakkan oleh Negara-negara lain.

Ketentuan pertama mengenai hak lintas damai ini adalah Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 Konvensi menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan:
Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman.

Berlalalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayaran normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hak lintas damai merupakan 6 pemberian hak kepada kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam yurisdiksi suatu negara dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut ditetapkan secara tegas dalam Pasal 19 Konvensi dengan memberikan pengertian tentang hak lintas damai. 

Pasal 52 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab 2 seksi 3 Konvensi tentng hak lintas damai di laut teritorial. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan seperti Pasal-pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku untuk kapal asing sewaktu melakukan lintas damai melalui perairan kepulauan. Menurut ayat 2 Pasal 52, pelaksanaan hak lintas damai di perairan kepulauan ini harus memperhatikan Pasal 53 mengenai hak lintas alur-alur laut kepulauan dan Pasal 50 yang berkenaan dengan penetapan batas perairan pedalaman.

Sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 25 Konvensi ayat 3 Konvensi, ayat 2 Pasal 52 memberikan hak perlindungan kepada negara kepulauan untuk menangguhkan sementara lintas damai kapal asing dalam perairan kepulauannya di dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu :

Tindakan itu tidak boleh bersifat membedakan antara kapal-kapal negara asing yang satu dengan yang lainnya. 

Penangguhan itu bersifat terbatas, baik mengenai waktu (sementara) maupun tempat. Tindakan yang dimaksudkan ketentuan ini merupakan penangguhan hak lintas damai kapal asing oleh negara kepulauan di bagian tertentu dari perairan kepulauan.

Tindakan penangguhan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanannya.

Tindakan penangguhan tersebut berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman.

Menurut Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara kepulauan boleh menetapkan alur-alur laut kepulauan dan rute-rute udara di atas alur-alur laut kepulauan tersebut, yang digunakan untuk lintasan kapal dan pesawat udara asing yang secepat mungkin dan terus menerus melalui atau di atas alur-alur laut kepuluan tersebut dan laut teritorial yang berdekatan. Ayat 2 memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur-alur kepulauan dalam alur-alur laut dan rute-rute udara diatasnya. Ketentuan ayat 3 memuat batasan mengenai pengertian lintas alur-alur kepulauan, yaitu pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan Konvensi dalam cara normal semata-mata untuk melakukan lintasan yang terus-menerus, secepat mungkin dan tidak terhalang yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Melihat uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa lintas alur-alur kepulauan memiliki beberapa unsur, yaitu :

Lintasan tidak hanya lintas pelayaran, tetapi meliputi pula lintas penerbangan. 

Lintas pelayaran dan lintas penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk lintasan yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin dan tidak terhalang. 

Lintasan harus dilakukan antara bagian laut lepas atau ZEE dengan bagian lain laut lepas atau ZEE.

Pengertian hak lintas alur kepulauan ini memiliki kesamaan dengan pengertian hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut ketentuan pasal ini lintas transit diartikan sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Untuk dapat disebut lintas transit faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat yang menghubungkan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi ekslusif lainnya.

Dari uraian di atas tampak adanya persamaan antara kedua hak lintas ini, yaitu :

Hak-hak lintas tersebut tidak hanya meliputi hak lintas perlayaran, tetapi juga mencakup hak lintas penerbangan. 

Lintasan tersebut menghubungkan antara bagian laut lepas atau zone ekonomi ekslusif dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif lain. 

Perbedaan antara kedua hak lintas tersebut adalah hak lintas alur kepulauan merupakan hak pelayaran, sedangkan hak lintas transit merupakan pelaksanaan kebebasan berlayar.

Keterkaitan antara rezim hukum negara kepulauan dan rejim selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ditemukan dalam Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 42 Konvensi diberlakukan mutatis mutandis untuk lintas alur-alur laut kepulauan. Pasal- pasal 53 dan 54 jo Pasal 39 Konvensi memuat pelbagai kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melakukan hak lintas alur kepulauan di perairan kepulauan, yaitu sebagai berikut :

Kapal dan pesawat udara harus :

Lewat dengan cepat melalui atau di atas alur kepuluan

Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB.

Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain lintas secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dengan cara yang normal kecuali diperlukan karena ada force majeure atau karena kesulitan.

Kapal dan pesawat udara tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu  dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % jarak antara ttik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut yang ditetapkan (Pasal 53)

Kapal yang melalukan hak lintas alur kepulauan harus :

Mematuhi aturan hukum internaional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut.

Mematuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

Bagi pesawat udara :

Mentaati peraturan udara yang ditetapkan oleh ICAO sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil, pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya

Setiap waktu memantau frekuensi radio yang ditunjuk oleh Air Trafic Cotroller yang berwenangh yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat.

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 54 jo Pasal 40 melarang kapal-kapal asing, termasuk kapal survei hidrografik dan kapal penelitian ilmiah kelautan sewaktu melakukan lintas alur-alur laur kepulauan melakukan kegiatan penelitian atau survei tanpa seizin dari negara kepulauan. Sedangkan wewenang dan hak negara kepulauan di perairan kepulauan sebagaimana di tetapkan oleh Konvensi meliputi :

 Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6)

Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima (Pasal 53 ayat 7 dan 9).

Hak dan wewenang negara kepulauan di perairan kepulauan menurut Pasal-pasal 53 dan 54 jo Pasal 42 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah:

Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41;

Menetapak alur-aluir laut dan skema pemisah lalu lintas

Menetapkan peraturan tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak , limbah minyak dan bahan beracun lainnya;

Menetapkan peraturan yang bertalian dengan kapal penengkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan;

Menetapkan peraturan yang bertalian dengan bongkar muat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter;

Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6)

Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima. (Pasal 53 ayat 7 dan 9).

Kewajiban negara kepulauan menurut Pasal 54 jo Pasal 44 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah :

Tidak boleh menghambat pelaksanaan hak lintas transit; 

Harus mengumumkan setiap ada bahaya bagi keselamatan pelayaran; (c) tidak boleh menagguhkan atas pelaksanaan hak lintas transit

Uraian mengenai pasal-pasal terpenting dari Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak-hak lintas kapal asing di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hak lintas damai memberikan wewenang yang lebih kuat kepada negara pantai dan negara kepulauan dibandingkan dengan hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan. Wewenang negara pantai dan negara kepulauan cukup kuat, karena adanya ketentuan yang membolehkan kedua negara tersebut untuk menangguhkan sementara hak lintas damai di bagian-bagian tertentu dari perairannya.  Ketentuan demikian tidak diatur dalam hak lintas alur-alur laut kepulauan dan hak lintas transit.

Konvensi Hukum Laut 1982 juga tidak memuat ketentuan mengenai hak lintas kapal perang asing baik dalam melakukan lintas damai maupun lintas alur-alur laut kepulauan dan lintas transit. Hal ini merupakan kegagalan Konvensi untuk merumuskan ketentuan yang rinci tentang kapal perang asing. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes merekomendasikan agar kapal perang asing perlu meminta izin atau paling tidak memberitahukan maksudnya kepada kepada negara pantai untuk melakukan hak-hak lintas tersebut di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.
 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.
  Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.
 Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 1999 Tentang Pengangkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.
 Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. 

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.
 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Kapal Asing Yang Berlayar Di Perairan Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis dalam pelayaran dunia, membuat Indonesia banyak disinggahi kapal asing sehingga diperlukan pengawasan terhadap kapal asing secara intensif oleh pejabat berwenang di pelabuhan. Dalam Pasal 14 huruf f Permenhub No PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran mengamanatkan bahwa Syahbandar memiliki wewenang melaksanakan pengawasan kapal asing (Port State Control).

Dalam melaksanakan tugasnya, Syahbandar menunjuk petugas untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai “Port State Control Officer” yang terdiri dari PNS di lingkup Direktorat Jendral Perhubungan Kelautan. Hal-hal yang dilakukan PSCO antara lain memeriksa :

Sewaktu Kapal Datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (Harbor Master) ialah :

Menunjuk tempat sandar kapal/labuh kapal

Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda

Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda. 

Sewaktu Kapal berada di Perairan Bandar.

Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan bandar oleh Nahkoda/awak kapal lain antara lain :

Kapal tidak boleh berpindah tempat.

Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan bahaya kebakaran.

Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran kelestarian lingkungan.

Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di perairan Bandar.

Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

Sewaktu Kapal akan Berlayar

Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat ijin berlayar (port clearance) dari Syahbandar. Sebelum diberikan surat ijin berlayar perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Pengecekan Kelayakan Kapal Asing 

Standar kelayakan kapal merupakan aspek penting, yang pasti karena fakta bahwa laut dan angin (bahaya laut) dapat mengerahkan pasukan tak terpikirkan. ABK yang kami wawancarai mengatakan setidaknya perlu dilakukan pengecekan secara fisik pada kapal.

Pemeriksaan fisik dilakukan oleh tim pemeriksaan fisik khusus yang sudah ahli. pemeriksaan yang dilakukan meliputi bagian di atas dan di bawah dek. Pemeriksaan juga dilakukan pada peralatan yang ada di dalam kamar kemudi seperti kompas, peralatan perngindraan, alat komunikasi dan lain sebagainya. Sedangkan pemeriksaan dibawah dek dilakukan terhadap kapasitas, palkah, ruang penyimpanan barang (storage), ruang kamar mesin dan ruang pengolahan.

Pemeriksaan fisik juga akan menentukan apakah SIB akan diterbitkam atau tidak. Dilakukan juga pengecekan terhadap mesin dan alat bantu keselamatan. Pengecekan terhadap mesin dilakukan dengan memeriksa nomer, merk, tahun pembuatan, spesifikasi dan kesehatan mesin. Sedangkan pengecekan terhadap alat bantu keselamatan adalah lampu sorot, pelampung, line hauler, power block, water spinkle, dan lain sebagainya.

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Keselamatan kapal itu sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Kapal asing yang dinyatakan laik laut dapat melakukan pelayaran dengan destination atau tujuan ke pelabuhan khusus yang di sediakan pemerintah, yaitu pelabuhan khusus pelayaran samudera. Apabila suatu kapal dinyatakan unsafe atau tidak layak dalam melakukan pelayaran maka kapal asing tersebut diharuskan untuk memperbaiki setiap system ataupun perlengkapan kapal yang dinyatakan rusak atau tidak laiklaut guna melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran.

Pengecekan Buku Pelaut

Buku pelaut adalah solusi untuk mengetahui dunia tentang pelaut dan mengetahui tentang track record atau perjalanan berlayar seorang pelaut. Pelaut yang handal maka setiap pengalaman yang dikerjakan bisa terekam dan tercatat dalam dokumen yang bernama buku pelaut. Mengenal pelaut bisa dengan melihat cacatan dalam buku pelaut nya. Buku Pelaut disebut juga seaman book. Ada juga yang menyebut CDC. Di mana Buku pelaut merupakan syarat wajib bagi seorang pelaut. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai pelaut maka setiap pelaut wajib memiliki buku pelaut.

Manfaat dan fungsi buku pelaut selain sebagai dokumen resmi negara juga bermanfaat untuk antara lain identitas pemilik buku pelaut, catatan khusus pemilik buku pelaut, catatan kesehatan pemilik buku pelaut, daftar ijasah pemilik buku pelaut, pengalaman berlayar (sea service).

Menyiapakan Dokumen-Dokumen Kapal

Dokumen-dokumeen kapal yang perlu disiapakan adalah sebagai berikut :

Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Surat tanda kebangsaan kapal adalah sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh pemerintah negara dimana kapal didaftarkan. Atas pendaftaran ini kapal berhak mengibarkan bendera dari negara yang memberikan sertifikat bersangkutan dan berhak pula atas perlindungan hukum tertentu dari negara bersangkutan.

Pendaftaran kapal pada negara tertentu tidak terlalu identik dengan kewarganegaraan kapal yang didaftarkan itu, karena dalam pelayaran niaga terdapat praktek pendaftaran kapal di negara lain. Pendaftaran ini dikenal dengan istilah “Flag of Convenience”, yaitu mendaftarkan kapal di negara lain tujuannya untuk menekan biaya eksploitasi kapal karena di negara lain itu syarat-syarat pendaftaran kapal lebih ringan begitu pula biaya pendaftaran yang lebih sedikit. Kalau suatu kapal tidak memiliki pendaftaran bendera dan Negara tertentu disebabkan karena bangunan kapalnya tidak memenuhi syarat atau mesin kapal itu tidak sesuai dengan persyaratan, maka di beberapa negara yang membuka praktek Flag of Convenience kapal tersebut masih dapat didaftarkan dengan biaya yang rendah pula.

Surat ukur

Surat ukur yaitu sertifikat atau keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari pada kapal seperti ukuran panjang kapal (LOA), Length between perpendicular (LBP), ukuran lebar dalam, sarat (Draught, draft) ukuran dari tiap palka kapal dan lain-lain.

Surat Ukur kapal tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai masa berlaku lagi apabila kapal tidak berganti nama, tidak berubah konstruksi, tidak tenggelam, tidak terbakar, musnah dan sejenisnya. Juru ukur dari instansi pemerintah yang berwenang, biasanya dari pegawai di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, dan hanya kapalkapal yang besarnya 20 m3 keatas yang wajib memperoleh Surat Ukur.

Sertifikat Layak Laut

Sertifikat layak laut yaitu sertifikat yang menyatakan kesentosaan kapal dalam berbagai fungsi alat-alat perlengkapan berlayar dan lain-lain.

Sertifikat Lambung Timbul

Sertifikat lambung timbul adalah sertifikat yang menetapkan lambung timbul kapal yang boleh timbul diatas permukaan air laut minimum dan maksimum.  Kalau kapal berlayar kosong (in Ballsast) maka kapal akan terbenam sedikit sekali dan lambung kapal lebih banyak timbul di atas permukaan air. Sebaliknya kapal yang bermuatan penuh akan meninggalkan sedikit saja lambung timbul dipermukaan air, untuk keselamatan pelayaran maka lambung yang timbul itu perlu ditetapkan minimum dan maksimum, supaya kapal selalu dapat mempertahankan stabilitasnya dalam keadaan bagaimanapun.

Daftar Anak Buah Kapal

Daftar anak buah kapal adalah suatu daftar yang menerapkan tentang anak buah kapal lengkap dengan perangkat dan jabatan masing-masing. Dalam monsterol tidak memasukkan keterangan nahkoda sebab tidak termasuk anak buah kapal, nahkoda adalah pemimpin kapal yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas kapal selama kapal beroperasi dalam pelayaran.

Daftar Petikan dari Kapal

Petikan dari daftar kapal yaitu suatu tanda yang menyebutkan siapa pemilik kapal dan lain-lain.

Sertifikat Keamanaan dari Radio

Sertifikat keamanan radio adalah setifikat yang menetapkan bahwa kapal dilengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai dengan kelas kapal yang bersangkutan.

Sertifikat Keamanaan

Sertifikat keamanan adalah sertifikat yang diperuntukkan kapal penumpang, dalam sertifikat ini antara lain diterangkan bahwa keamanan para penumpang selama berada di atas kapal cukup terjamin, baik keamanan tubuh, sosial maupun keamanan terhadap tindakan ABK yang tidak pantas.

Sertifikat Kesehatan

Sertifikat kesehatan adalah sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa awak kapal bebas dari suatu wabah penyakit dan bahwa kesehatan orang yang berada diatas kapal berada dalam keadaan baik, surat kesehatan ini diberikan setiap kapal hendak bertolak dari suatu pelabuhan.

Surat Tikus

Surat tikus yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal bebas dari tikus. Sertifikat ini dikeluarkan dan diberikan setelah dilakukan pengecekan seperlunya atau setelah dilakukan penyemprotan pembasmi tikus (Fumigation) di kapal. Penyemprotan akan dilakukan tergantung pada kecurigaan adanya tikus di dalam kapal atau bila masa berlayarnya sudah habis.

Sertifikat Hapus Tikus (dreating certifikat) adalah suatu sertifikat kapal yang diberikan kepada sebuah kapal oleh Departemen Kesehatan yaitu Kesehatan Pelabuhan (Port Health), setelah kapal yang bersangkutan di semprot dengan uap campuran belerang atau cyanida dan telah diteliti tidak terdapat tikus di kapal atau relatif sudah sangat sedikit jumlahnya.

Masa berlaku sertifikat ini adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Jika telah habis masa berlakunya tetapi kapal belum disemprot lagi hanya diteliti dan temui bahwa tidak ada atau tidak banyak tikus di kapal, maka kepada kapal itu diberikan Surat Keterangan yang disebut dengan Pembebasan Hapus Tikus (Dreating Exemption) yang berlaku 6 bulan.

Pembebasan Hapus Tikus di kapal (Dreating Exemption) adalah sebuah Surat Keterangan yang diberikan kepada sebuah kapal yang Sertifikat Hapus Tikusnya telah gugur / tidak berlaku lagi, dimana kapal tersebut tidak/belum disemprot lagi dengan uap campur belerang atau sianida, melainkan hanya di teliti dan didapati bahwa tidak ada atau tidak banyak tikus di kapal. Pembebasan Hapus tikus (Dreating Exemption) diberikan dengan masa berlakunya 6 bulan.

Pengecekan Muatan Kapal

Pengecekan muatan kapal adalah hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

Melindungi kapal

Melindungi kapal berarti menciptakan suatu keadaan di mana dalam melaksanakan kegiatan penanganan dan pengaturan muatan, kapal senantiasa tetap dalam kondisi yang baik, aman, serta layak laut. Untuk dapat mencapai maksud tujuan ini, maka yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah mengenai pembagian muatan yang harus proporsional dalam peraturannya baik pembagian muatan secara tegak, melintang, membujur serta pembagian muatan secara khusus.

Melindungi muatan

Melindungi muatan adalah menyangkut tanggung jawab pihak pengangguk (Carrier) terhadap keselamatan muatan yang di buat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuannya dengan aman sebagaimana kondisi muatan seperti saat penerimaannya tanggung jawab pihak pengangkut terhadap keselamatan muatan berdasarkan “ From Sling to sling“ atau “ From Trackle to Trackle “. Untuk dapat menjaga keselamatan/melindungi muatan maka pihak carrier dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, harus mengenal betul akan sifat-sifat serta jenis-jenis dari setiap muatan sehingga dapat menghindari kerusakan muatan yang di akibatkan oleh keringat kapal, keringat muatan, kebocoran/kebasahan dari muatan lain, Pergeseran dengan kulit/badan kapal, Pergeseran dengan muatan lainnya, penangan muatan, muatan lainnya, penanggasan (Spontaneous heating) dan pencurian (Pilferage).

Memanfaatkan muatan semaksimal mungkin

Pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin adalah menyangkut pengusaan ruang rugi (Broken stowage) yaitu pengaturan muatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ruang muat yang tersedia dapat di isi dengan sebanyak mugkin dan ruang muat yang tidak terpakai dapat ditekan sekecil mungkin. Broken stowage adalah besarnya persentase (%) jumlah ruangan yang hilang atau ruang yang tidak terpakai/ruang rugi pada pengaturan muatan dalam suatu palka. Hal yang tidak dapat dihindari pada pengaturan muatan ke dalam suatu palka adalah terjadinya broken stowage pada tempat-tempat yang antara lain Sudut-sudut palka, Palka-palka ujung, Di derah got-got (Bilge), Pada susunan muatan paling atas (Top tier), di antara muatan-muatan. sedangkan Untuk mengatasi mengatasi terjadinya broken stowage adalah pemilihan bentuk muatan yang sesuai dengan bentuk palka, pengelompokan dan pemilihan jenis muatan, penggunaan muatan pengisi ( filler cargo ), pengawasan pengaturan muatan, penggunaan dunnage seminimal mungkin.

Bongkar muat dapat dilakukan dengan cepat, aman dan sistematis

Bbongkar muat secara cepat, teratur dan sistematis adalah meniptakan suatu proses kegiatan bongkar muat yang efisien dan efektif dalam penggunaan waktu serta biaya. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, maka hal-hal yang harus dihindari/dicegah adalah terjadinya keterlambatan muatan bongkar, karena terlambat disalah satu palka, keadaan dimana suatu muatan akan dibongkar berada di bagian bawah dari muatan pelabuhan berikutnya, keadaan di mana suatu muatan terbawa melewati pelabuhan bongkarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan kapal asing oleh Syahbandar di pelabuhan didasarkan pada Pasal 14 huruf f Permenhub No PM 34 Tahun 2012, yaitu pengawasan dilakukan dengan menunjuk petugas untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal dengan Port State Control Officer (PSCO) yang merupakan PNS di lingkup Direktorat Jendral Perhubungan  Kelautan. Hal-hal yang dilakukan oleh PSCO antara lain memeriksa kapal sewaktu kapal datang, kapal berada diperairan bandar dan ketika kapal akan berlayar.

Pemberlakuan Ketentuan Bagi Kapal Berbendera Asing Untuk Melintas Di Alur Laut Kepulauan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Negara Indonesia Dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982
Negara Indonesia adalah Negara kepulauan (Archipelagic State) dengan luas perairan 2/3 dibandingkan dengan luas daratan, terdiri darimemiliki 17.508 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 7.9 juta km² dimana 1.8 juta km² wilayah daratan maka dengan demikian luas laut territorial Indonesia mencapai 3.2 juta km² dan luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.9 juta km².

Konsepsi hukum negara kepulauan atau Wawasan Nusantara yang diperjuangkan Indonesia melalui pernyataan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, akhirnya membuahkan hasil dengan diterimanya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, tanggal 10 Desember 1982.

Indonesia kemudian meratifi kasi Konvensi Hukum Laut 1982 ini dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Ini artinya konsepsi Wawasan Nusantara menjadi salah satu prinsip yang diterima dan diakui dalam hukum laut internasional. Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut 1982 harus tetap menghargai dan menghormati kepentingan dan hak-hak negara lain sebagai pengguna perairan negara kepulauan, seperti hak lintas bagi kapal-kapal dan pesawat-pesawat udara asing yang melewati alur laut kepulauan Indonesia (The Right of Archipelagic Sealanes Passage). Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah ditetapkan selain dapat berdampak positif bagi perkembangan pembangunan nasional yang bertujuan bagi kesejahteraan rakyat, dapat juga berpotensi terciptanya ancaman pada kepentingan nasional Indonesia. 

Ancaman tersebut dapat berupa Pelanggaran Wilayah/kedaulatan maupun pelanggaran hukum. Permasalahn yang diteliti dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan sanksi pada pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal asing saat melintasi ALKI sudah cukup memadai dan tegas dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak lintas Alur Laut Kepulauan oleh kapal asing.

Pasal 53 Ayat (1) UNCLOS 19821 disebutkan “Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya.”

Apabila  dilihat dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut Negara Indonesia telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairannya, adapun tindakan pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi kepntingan nasional salah satunya menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960.

Untuk menegakan sistem keamanan di laut harus dibangun dengan mengunakan prinsip mensinergikan kekuatan antar seluruh instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut. Sinergitas tersebut dapat terwujud adanya kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur penyelenggara keamanan di laut yang dilakukan oleh para aparatnya dengan tujuan akhir adalah tegaknya kedaulatan (Sovereignity) dan hak berdaulat (Sovereign Right) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa mengenai hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2 menyebutkan :

Semua kapal asing dapat  melaksanakan hak Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman.

Pelaksanaan Hak Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan mengindahkan Pasal 11 serta memperhatikan pedoman pelayaran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran.

Pasal 3 :

Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif  melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif wajib menggunakan Alur Laut yang sesuai dengan asal tujuan pelayarannya.

Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif hendak menuju ke Perairan Pedalaman atau salah satu pelabuhan atau sebaliknya, melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, wajib menggunakan Alur Laut yang merupakan Alur Laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya. 

Setiap kapal asing yang melaksanakan Lintas Damai wajib berada dalam batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran.

Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan  Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun; 

melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara;

melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara;

meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas kapal;

meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; 

hilir mudik di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan atau kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan  Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fi skal, keimigrasian, atau saniter;

kegiatan perikanan;

kegiatan riset atau survey.

perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas,  instalasi komunikasi lainnya;

perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah.

Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing juga tidak boleh:

merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya;

melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; 

merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.

Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 49 dari UNCLOS 1982, disebutkan bahwa sebuah negara merdeka berpantai maka Negara tersebut harus berkuasa atas wilayah darat dan wilayah perairan serta udara diatasnya. Dari sekian banyak ketentuan  UNCLOS 1982 adalah pengaturan mengenai selat yang mungkin ada dalam negara merdeka, akan tetapi di sisi lain juga UNCLOS 1982 memberikan batasan-batasan dalam menetapkan batas perairan yang dihitung dari mana dan sejauh mana sehingga tidak merugikan negara tetangga serta negara tidak berpantai oleh karena itu negara memiliki hak/wewenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Perairan Indonesia, oleh karenanya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) sudah menganggap mengakui konsep negara kepulauan (arc-hipelagic state) maka oleh sebab itu juga perairan kepulauan Indonesia masuk kedalam perlindungan hukum laut internasional sebagaimana halnya negara-negara kepulauan lainnya.

Pasal 8 ayat (1) United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)6. Sedangkan dalam pasal 3 (4) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Perairan Pedalaman Indonesia terdiri atas: laut pedalaman, dan perairan darat sehingga menurut penulis pengertian laut pedalaman jika dikaitkan dengan undang-undang ini adalah suatu daratan pada sisi laut dan merupakan garis terendah dari suatu bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, sedangkan perairan darat menurut penulis adalah suatu daratan sisi darat dari garis penutup mulut sungai yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah kecuali pada mulut sungai perairan darat.

Selanjutnya, dengan dasar tersebut selanjutnya Indonesia memberlakukan dengan membedakan pengertian perairan pedalaman (perairan kepulauan atas dua golongan), yaitu:
Perairan pedalaman yang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 merupakan laut wilayah atau laut bebas. Perairan peda-laman ini disebut laut pedalaman atau internal seas.

Perairan pedalaman yang sebelum berlakunya UU No. 4/Prp Tahun 1960 ini merupakan laut pedalaman yang dahulu, selanjutnya dinamakan perairan daratan atau coastal waters.
Suatu kewajaran karena karena kedekatannya dengan pantai seperti anak-anak laut, muara-muara sungai, teluk-teluk yang mulutnya kurang dari 24 mil, pelabuhan-pelabuhan, dan lain-lainnya sehingga dikhawartirkan membahayakan keamanan dan ketertiban bagi negara Indonesia dan hal ini juga sependapat dengan para ahli lainnya.

Dalam beberapa hal, Konvensi ini juga telah memunculkan beberapa ketentuan-ketentuan yang dimut sebagai perkembangan baru dalam hukum laut internasional publik. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 Konvensi Jenewa 1957 adalah mengenai penarikan garis pangkal.
 Dengan demikian batas laut teritorial berdasarkan ketentuan Unclos 1982 tersebut maka laut wilayah tidak melebihi batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan ketentuan garis pangkal.

Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah disebutkan tentang laut territorial. Pada ketentuan Pasal 17 Unclos 1982 hal tersebut telah dijelaskan bahwa di wilayah laut teritorial suatu negara kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pada penjelasan mengenai pengertian lintas tersebut dalam suatu laut wilayah telah disebutkan didalam ketentuan Pasal 18 UNCLOS 1982.

Dengan demikian pengertian lintas sebagaimana yang dimaksudkan didalam Unclos 1982, menurut penulis kegiatan lintas bagi suatu kapal berbendera asing harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, dan apabila mengambil suatu tindakan lain dari pada yang telah di tentukan maka kapal tersebut harus dalam suatu keadaan force majure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya.

Melihat pada pasal 19 Konvensi ini bahwa kegiatan untuk melakukan kegiatan lintas bagi kapal-kapal berbendera asing dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban alat keamanan Negara pantai, akan tetapi sebaliknya penulis berpendapat bahwa kegiatan suatu kapal berbendera asing pada waktu melakukan lintas damai di perairan laut wilayah suatu negara dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu Negara pantai. 

Berdasarkan ketentuan pada pasal 19 Unclos 1982, disebutkanlah suatu kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan lintas damai sebagaimana bunyi pasal tersebut bagi kapal-kapal perang atau kapal pemerintah sebagaimana yang dijelaskan didalam pasal 32 Unclos 1982, berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 UNCLOS telah menyebutkan tentang pengertian kapal perang atau kapal pemerintah tersebut.

Pasal 24 (1) UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang ber-sambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan. Ketentuan terhadap lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal ditegaskan dalam Ayat (2) Pasal 24 Unclos 1982 tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Indonesia berhak dan telah menetapkan ZEE-nya selebar 200 mil dari garis-garis pangkal nusantara. Dengan demikian negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Ketentuan yang diatur didalam ZEE berbeda dengan pengaturan di laut wilayah, yang mana pada ZEE negara-negara lain mempunyai hak untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 88 sampai 115 Unclos 1982, adapun hak negara lain yaitui: 

Kebebasan berlayar dan terbang; 

Hak meletakkan kabel dan pipa-pipa,  instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut tentang Landas Kontinen dan ZEE; 

Kebebasan-kebebasan laut lepas yang disebut dalam pasal 88 sampai 115, yang mencakup berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kapal dan pelayaran; 

Akses terhadap. surplus perikanan yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai.

Melihat ketentuan pada Pasal 76 Ayat (1) Unclos 1982, maka negara Indonesia memiliki suatu hak atas landas kontinen diluar laut wilayahnya ³throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the  atau sampai 200 mil dari garis pantai negara. Oleh sebab itu menurut penulis apabila suatu negara ingin diakui memiliki ketentuan tersebut maka negara pantai harus mencatapkan batas terluar dan continental marginnya jika continental margin tersebut berada di luar batas 200 mil.

Ketentuan tersebut tidak sertamerta bisa lang-sung diakui oleh negara-negara yang ada di dunia akan tetapi harus memiliki suatu persyaratan yaitu batas terluar dan landas kontinen di continental margin yang terletak di luar 200 mil ditetapkan maksimum 350 mil dan garis pangkal atau 100 mill dan kedalaman air 2500 meter dan batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak boleh lebih dari 60 mil, apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 9, batas itu dapat diperiksa oleh suatu badan Commission on the Limit of the Continental Shelf yang akan didirikan dan harus diumumkan dan didepositkan pada Sekjen PBB.

Berdasarkan uraian di atas, maka kapal asing yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus melakukannya  secara cepat dan terus-menerus sesuai dengan hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan. Kapal dilarang melakukan aktivitas seperti berhenti, berlabuh, atau menyimpang dari rute, kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, kapal tidak boleh melakukan latihan militer, pendaratan, atau kegiatan survei ilmiah tanpa izin. 

Hak dan kewajiban kapal asing di melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah :

Kapal asing harus melintas secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti atau berlabuh, kecuali dalam keadaan darurat seperti kerusakan mesin atau cuaca buruk.
Kapal tidak boleh menyimpang dari alur yang telah ditetapkan, kecuali untuk keperluan darurat.
Kegiatan latihan militer dilarang keras di dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Kapal asing tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia, kecuali dalam keadaan force majeure atau musibah.
Kapal asing tidak boleh melakukan riset atau survei kelautan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia.
Kapal asing dilarang melakukan kegiatan berhenti atau berlabuh di perairan Indonesia.
Kapal asing tidak boleh melakukan siaran gelap atau gangguan telekomunikasi.
Kapal selam wajib berlayar di atas permukaan air dan menunjukkan benderanya.
Kapal bertenaga nuklir wajib membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. 
Dasar hukum pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia adalah :

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982: Merupakan dasar hukum internasional yang mengatur tentang hak lintas kapal asing di perairan internasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur secara rinci tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Hambatan Pengawasan Kapal Asing Yang Berlayar Di Perairan Indonesia  Dan  Upaya Mengatasinya
Penegakan hukum di laut Indonesia merupakan bagian dari Yurisdiksi negara Indonesia yang diatur dalam hukum Internasional maupun hukum nasional antara lain:

Yurisdiksi negara

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (equal states don’t have jurisdiction over each other) dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain.
 Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum par in parem non habet imperium.

Prinsip hukum “par in parem non habet imperium” ini memiliki beberapa pengertian yaitu:

Suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. 

Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan  suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional    tersebut.    

Pengadilan   suatu negara  tidak  berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.

Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari azas kedaulatan negara (state souvereignty) yang merupakan ciri hakiki dari setiap negara. Yurisdiksi negara merupakan konsekuensi logis dari adanya azas kedaulatan ataupun hak-hak tertentu yang dapat dimiliki negara. Negara memiliki yurisdiksi dalam batas-batas teritorialnya karena negara memiliki kedaulatan yang menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dalam bidang apapun di dalam batas-batas teritorial dari negara yang bersangkutan.

 Sesungguhnya yurisdiksi adalah suatu ciri hakiki dan vital dari kedaulatan negara karena yurisdiksi adalah suatu pelaksanaan kekuasaan yang dapat mengganti atau menciptakan atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, yang termasuk dalam unsur-unsur yurisdiksi negara adalah :

Hak, kekuasaan, dan kewenangan.

Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).

Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (not exclusively of domestic concern).

Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannnya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah “hak- hak istimewa ekstrateritorial”, yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Hubungan antara yurisdiksi dengan wilayah dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana (kejahatan) tampak dalam sengketa terkenal the Lotus Case.dalam sengketa ini, kapal uap Prancis, the Lotus, bertabrakan dengan kapal Turki the Boz-Kourt di laut lepas. 

Yurisdiksi Kriminal

Orang-orang yang berada di atas kapal asing yang memasuki perairan suatu negara pantai, berada di bawah yurisdiksi otoritas setempat jika melakukan suatu delik. Namun demikian, hal yang hanya menyangkut soal tata tertib intern dan disiplin di dalam kapal biasanya diserahkan penyelesaiannya pada otoritas negara bendera. Para awak kapal yang berada di atas kapal perang negara asing adalah kebal terhadap tindakan penahanan dan pemeriksaan pemerintah negara pantai sehubungan dengan delik yang terjadi di atas kapal itu, sekalipun akibat dari kejahatan itu merembes keluar dari kapal tersebut.

Terdapat kecenderungan bahwa pada umumnya suatu negara tidak dapat mencampuri kasus kejahatan ringan yang terjadi di atas kapal atau hal lain yang hanya menyangkut soal disiplin intern kapal pemerintah itu

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) telah diatur dalam UNCLOS 1982 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2007. Akan tetapi efektif dan berhasil tidaknya pe-nerapan/implementasi hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Praktiknya  pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  mengalami beberapa hambatan yaitu sebagai berikut : 

Luasnya Wilayah Maritim
Sebagai negara kepulauan terbesar, pengawasan seluruh perairan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), merupakan tugas logistik yang sangat besar dan sulit untuk dicakup sepenuhnya secara fisik.
Koordinasi Antar Lembaga yang Kompleks
Banyak lembaga negara (Bakamla, TNI AL, Polairud, KKP, Bea Cukai, dll.) yang memiliki kewenangan di laut, yang terkadang menyebabkan tumpang tindih tugas atau kurangnya kolaborasi yang efisien dalam operasi pengawasan.
Kerangka Hukum dan Regulasi
Meskipun ada undang-undang yang kuat seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kerangka hukum yang kompleks dan belum optimalnya kebijakan di sektor maritim dapat menghambat proses penegakan hukum yang cepat dan efektif terhadap pelanggar.
Ancaman Beragam
Selain illegal fishing, ancaman lain seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pembajakan membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda-beda, menambah kompleksitas tugas pengawas.

Ancaman Eksternal dan Politik Regional
Sengketa perbatasan laut dengan negara lain atau kurangnya prioritas ancaman maritim di tingkat regional (ASEAN) dapat mempersulit koordinasi internasional dalam penanganan kasus lintas batas

Kepedulian Terhadap Keselamatan Rendah

Oknum dari Pemilik/Agen/Operator/Nakhoda Kapal yang kurang peduli pada keselamatan dan keamanan kapalnya sendiri. serta kadang Nakhoda tahu kapalnya tidak laik laut namun terpaksa membawa kapal yang tidak laik laut itu, dan dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal tersebut, sang agen/pemilik kapal lebih suka bermain mata dengan petugas pemeriksa dilapangan, daripada taat hukum dengan mengikuti aturan yang berlaku dengan melengkapi / memenuhi kekurangan untuk persyaratan kelaiklautan kapalnya. Akibatnya Syahbandar yang kurang teliti langsung menandatangani SPB dan terkena getahnya, ketika kapal asing tersebut ternyata bermasalah saat diperiksa petugas penegak hukum dilaut. Terkait dengan kendala pengawasan kapal asing oleh Syahbandar yaitu kepedulian terhadap keselamatan rendah, maka dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara melakukan penyuluhan dan pembinaan pada para pemilik kapal/agen kapal untuk taat hukum dan mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berlaku dalam menjadikan kapalnya menjadi laiklaut sehingga kapal tetap aman dalam pelayaran dilaut.

Manipulasi Dokumen

Pihak awak kapal asing yang nakal dengan sengaja memanipulasi kenyataan yang sebenarnya, terutama alats keselamatan misalnya Liferaft dan PMK yang telah kadaluarsa dirubah seolah menjadi masih berlaku, juga barang berbahaya yang banyak dimanipulasi dengan laporan barang biasa untuk mengelabui petugas pengawas. Terkait dengan kendala pengawasan kapal asing oleh Syahbandar yaitu manipulasi data, maka dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara pembinaan dan pelatihan yang intensif bagi aparat pemeriksa kelaik lautan dilapangan agar lebih fokus dan serius dalam memeriksa kapal dan barang muatan kapal, lebih mengutamakan unsur keselamatan manusia dan tegas dalam keadilan untuk kemanusiaan. Dan apabila aparat pemeriksa kedapatan lalai dalam menjalankan tugasnya diberi hukuman yang berat.

Sumber Daya Manusia Rendah

Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kurangnya kapal patroli yang memadai, peralatan yang sudah usang, dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengawasi wilayah perairan yang sangat luas. Petugas pengawas kapal asing di pelabuhan bukan dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai di bidang kesyahbandaran, akibatnya pemeriksaan fisik kapal dilapangan dilakukan kurang teliti dan lebih kepada pemeriksaan formalitas belaka. Terkait dengan kendala pengawasan kapal asing oleh Syahbandar  yaitu sumber daya manusia rendah, maka dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan lebih mengutamakan dan memprioritaskan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kesyahbandaran dan Marine Inspector bagi petugas pengawasn kapal asing di pelabuhan yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang Kesyahbandaran.

Pemerintah Indonesia telah dan sedang melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi hambatan tersebut: 

Modernisasi Peralatan dan Teknologi
Meningkatkan alokasi sumber daya untuk modernisasi armada kapal patroli, serta mengadopsi teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit (Sat-AIS), radar, dan drone maritim untuk memantau perairan secara lebih efektif.
Peningkatan Kapasitas SDM: 

Melaksanakan program pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan maritim dan penegakan hukum.

Peningkatan Kolaborasi Antar Lembaga: 

Memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum di laut melalui operasi bersama yang terintegrasi untuk memaksimalkan efisiensi pengawasan.
Penguatan Kerangka Hukum: 

Membentuk kerangka hukum yang lebih efisien dan terkoordinasi, serta menerapkan kebijakan nasional yang didukung oleh teknologi baru.
Kerja Sama Internasional
Mengoptimalkan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan maritim transnasional, seperti melalui diplomasi maritim dan partisipasi dalam konvensi internasional (misalnya, Port State Measures Agreement/PSMA untuk mencegah praktik perikanan ilegal dari pelabuhan).
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas mencurigakan di laut
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dilakukan melalui mekanisme  Port State Control (PSC) oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (PSCO) untuk memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal sesuai standar internasional. Selain itu, TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap konvensi maritim, pelarangan kegiatan yang mengancam kedaulatan, dan pemantauan melalui sistem seperti AIS (Automatic Identification System)
Pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 adalah kapal berbendera asing memiliki hak lintas  damai dan transit di alur laut kepulauan (ALKI) untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan cepat antara dua bagian high seas atau ZEE. Indonesia, sebagai negara kepulauan, dapat menetapkan ALKI untuk mengatur lintasan ini sesuai hukum nasionalnya, tetapi hak kapal asing tidak boleh dihalangi. Kapal harus mematuhi ketentuan UNCLOS dan hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan UNCLOS, serta tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu atau mengancam kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara. 
Hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, wilayah laut yang sangat luas, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dan  upaya mengatasinya adalah integrasi fungsi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) diupayakan untuk menciptakan efisiensi penegakan hukum maritim.
Saran

Perlu diatur hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia. Di samping itu juga perlu diatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan pesawat militer asing.

Pembinaan dan pelatihan yang intensif bagi aparat pemeriksa kelaik lautan dilapangan agar lebih fokus dalam memeriksa kapal, lebih mengutamakan unsur keselamatan manusia dan tegas dalam keadilan untuk kemanusiaan.

Melakukan penyuluhan dan pembinaan pada para pemilik kapal / agen kapal asing untuk taat hukum dan mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berlaku dalam menjadikan kapalnya menjadi laiklaut, sehingga kapal tetap aman dalam pelayaran dilaut.
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� Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.


� Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya


� Pasal 49 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk mengatur/membuat peraturan hukum (Legislation), mengawasi berlakunya peraturan (Control), dan menegakkan peraturan/hukum yang berlaku (Law Enforcement) demi kepentingan negara/bangsa
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